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ABSTRAK 

 

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama membawa 

perubahan pada eksistensi dalam Peradilan Agama. Dalam Undang – Undang ini 

menjelaskan dan memberikan penegasan tentang kewenangan Pengadilan Agama 

yang di perluas yang terdiri dari: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, 

Zakat, Shadaqah, Infaq dan Ekonomi Syari’ah. Dalam hal ini Peneliti membahas 

bagaimana pelaksanaan sengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang 

ditinjau menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama dalam kewenangan Kompetensi Absolute maupun Kompetesi Relatif 

Peradilan Agama dalam hal kewarisan yang di laksanakan di Pengadilan Negeri 

Lubuk Pakam, Sumatera Utara.  

Peneliti ini menggunakan metode Normatif – Empiris yaitu Penelitian yang 

dilakukan dengan adanya data sekunder yang kemudian di dukung dengan adanya 

data primer yang di peroleh dari lapangan. Adapun sifat penelitian ini adalah 

deskriptif yang berusaha menggambarkan subjek, objek dari suatu penelitian 

secara luas. Alat pengumpulan yang digunakan dalam penelitian berupa 

wawancara dan dokumentasi yang berkenaan dengan pelaksanaan sengketa waris 

di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang ditinjau menurut Undang – Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama. 

Dari penelitian ini dapat di ambil kesimpulan, bahwa pelaksaan sengketa di 

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mengimplikasikan Undang – Undang 

Nomor 3 tahun 2006 sebagai salah satu dasar dari Hukum yang berlaku di 

Indonesia yang di pakai di lingkungan Peradilan Agama yang kemudian tidak 

sesuai dengan kewenangan absolute dalam Dalam Pelaksanaan Sengketa waris di 

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini.  

 

 

 

 

Kata kunci: Penyelesain Sengketa Waris di Pengadilan Negeri Ditinjau 

menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 
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ABSTRACT 

 

Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Courts brought changes to the 

existence of the Religious Courts. This Law explains and provides confirmation of 

the expanded authority of the Religious Courts which consists of: Marriage, 

Inheritance, Wills, Grants, Endowments, Zakat, Shadaqah, Infaq and Sharia 

Economics. In this case the researcher discusses how the implementation of 

disputes in the Lubuk Pakam District Court which is reviewed according to Law 

Number 3 of 2006 concerning Religious Courts in the authority of Absolute 

Competence and Relative Competence of Religious Courts in terms of inheritance 

which is carried out at the Lubuk Pakam District Court, North Sumatra. 

This researcher uses the Normative - Empirical method, namely research 

conducted with secondary data which is then supported by primary data obtained 

from the field. The nature of this research is descriptive which seeks to describe 

the subject and object of a broad study. The collection tools used in the research 

are interviews and documentation relating to the implementation of inheritance 

disputes at the Lubuk Pakam District Court which are reviewed according to Law 

Number 3 of 2006 concerning Religious Courts. 

From this research, it can be concluded that the implementation of the dispute at 

the Lubuk Pakam District Court does not imply Law No. 3 of 2006 as one of the 

foundations of the applicable law in Indonesia which is used in the Religious 

Courts environment which is then not in accordance with the absolute authority in 

In the implementation of the inheritance dispute at the Lubuk Pakam District 

Court. 

 

 

 

 

Keywords: Settlement of Inheritance Disputes in the District Court According to 

Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia Negara yang berlandasan hukum, bukan kekuasaan. Ini di 

perjelas dalam Pasal 1 ayat 3 dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 

selanjutnya disebut UUD 1945) Menyebutkan bahwa Negara Republik 

Indonesia adalah Negara Hukum. (Republik Indonesia, 2006). Hukum 

sebagai landasan sebuah negara mengatur kegiatan dan aktivitas manusia 

dalam berwarganegara di atur di dalam aturan yang berbentuk hukum.  

Sebagai negara yang berlandasan hukum sering berkaitan tentang 

perkembangan masyarakat yang terus berkembang mengikuti kualitas 

kehidupan yang lebih dinamis yang dimana hukum sebagai kontrol social 

masyakarat yang bersifat statis dan diam tidak mampu mengikuti 

perkembangan masyakarat yang berkembang yang kemudian timbulnya 

konflik diantar manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai 

kepentingan masing – masing. Ketidak pemenuhan hak dan kewajiban 

dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan konflik atau disebut 

sengketa.  

Sengketa itu adalah suatu peraturan peristiwa hukum, sehingga sebab – 

sebabnya juga dapat di kenal dengan meneropong melalui pandangan 

hukum. Pada pandangan umum masyarakat belum cukup terampil 

mengenal sebab – sebab atau benih –benih sengketa itu di perlukan 

pengetahuan hukum yang cukup. Tidak saja hukum tanah, tetapi hukum 
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perorangan, hukum benda, hukum perjanjian dan hukum – hukum lainya. 

(Effendi perangi, SH , 1986, p. 2). 

Sengketa yang timbul dan muncul sering karena adanya kepentingan 

pribadi maupun individu dan pemenuhan hak dan kewajiban ataupun 

kelompok masyarakat yang secara pribadi sebagai kebutuhan secara nilai 

ekonomi maupun sebagai keberlangsungan hidup yang cenderung semakin 

komplek baik secara social masyakarat maupun pribadi. 

Kaitannya hubungan manusia dengan manusia yang kemudian 

timbulnya konflik atau sengketa berkaitan dengan tingkah laku manusia 

dalam kebutuhan dalam keberlangsungan hidup. Mengenai tingkah laku 

manusia yang dilakukan adalah aturan dari Allah yang merupakan wujud 

atas keiman kepada Allah yang seluruh dari bentuk dan macam tingkah 

laku dan perbuatan manusia di dunia maupun diakhirat mempunyai aturan 

yang berlaku yang disebut dengan Hukum Islam. Hukum Islam sendiri 

dalam pelaksaan peraturan itu sendiri tidak sepenuhnya adanya sanksi 

yang nyata dalam realita dalam kehidupan dunianya melaikan adanya 

tuntutan serta kepercayaan dalam diri manusia sebagai makhluk Allah 

dalam melaksanakan Hukum Islam yang kemudian adanya sanksi baik 

secara moral maupun ketepatan hukum yang berlaku sebagai penegakan 

dari Hukum islam itu sendiri.  

Ada satu aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap interaksi 

sesama manusia, yaitu aturan mengenai harta warisan. Aturan harta 

warisan yaitu harta dan pemilikan yang dibagi-bagikann akibat dari adanya 

kematian. Harta dari orang yang meninggal diperlukan aturan perihal siapa 
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yang lebih memiliki hak untuk menerima harta tersbut, berapa bagian 

setiap orang mendapatkannya, dan bagaimana cara untuk mendapatkan 

warisan tersebut. (Muhibbin & Wahid, 2011).  

Harta waris menurut buku II dalam Kompilasi Hukum Islam, Harta 

Waris adalah harta bawaan ditambah dari harta Bersama setelah digunakan 

untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya 

pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk 

kerabat. (Kompilasi Hukum Islam , 2011, p. 107).  

Allah SWT sudah menerapkan pengaturan didalam Al-Qur’an 

mengenai pembagian harta warisan ini. Didalam Al-Qur’an tersebut 

dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan tentang waris dan tujuan dari 

waris tersebut juga sudah dijelaskan. Rasulullah pun juga menyampaikan 

didalam hadisnya, bahwa baik yang sifatnya tegas dan sifatnya terperinci 

sudah dijelaskan didalamnya. Walaupun penjelasnnya sudah terdapat 

didalam Al-Qur’an tetapi bagi para pakar hukum Islam penerapannya 

masih menimbulkan pembahasan dan pemikiran, yang selanjutnya oleh 

pakar hukum Islam tersebut mereka rumuskan menjadi suatu bentuk ajaran 

yang sifatnya normatif. (Lubis & Simanjuntak, 2008). 

Menurut Hukum Waris Islam, yang menjadikan seseorang itu 

mendapatkan harta warisan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Karena hubungan perkawinan. Seseorang dapat memperoleh harta 

warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan 

perkawinan antara si mayat atau pewaris dengan seseorang 
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tersebut, yang termasuk dalam klarifikasi ini adalah: suami atau 

istri dari mayat atau pewaris. 

b. Karena adanya hubungan darah. Seseorang dapat memperoleh 

harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan 

nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan mayat atau 

pewaris, yang termasuk dalam klarifikasi ini seperti: ibu, bapak, 

kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain -

lainnya. 

c. Karena memerdekaan mayat. Seseorang dapat meperoleh harta 

warisan (menjadi ahli waris) dari si mayat disebabkan seseorang 

itu memerdekaan mayat atau pewaris dari perbudakan, dalam hal 

ini dapat saja seorang laki –laki atau seseorang prempuan. 

d. Karena sesama muslim. Seseroang muslim yang meninggal dunia, 

dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta 

warisannya diserahkan kepada baitul maal dan lebih lanjut akan 

dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin. (Dr. Rosnidar 

Sembiring SH,MH, 2016, p. 139). 

Menurut buku II Hukum Kewarisan dari Kompilasi Hukum Islam 

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan 

hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-

masing. (Kompilasi Hukum Islam , 2011, p. 107) 

Keberadaan Hukum Islam yang sudah ada tidak dapat di pisahkan dari 

keberadaan manusia sebagai masyarat social yang hidup bernegara harus 
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adanya hukum dan keadilan yang menjelaskan keberadaan dari susunan, 

aturan maupun sistem hukum nasional. Secara kontrak dan kenyataan 

perundang – undangan di Indonesia telah mengambil berbagai materi 

hukum Islam ke dalam struktur hukum nasional sebagai bentuk dari 

peraturan perundang – undangan. 

Adanya sengketa waris yang muncul membuat adanya peraturan yang 

mengatur segala bentuk pelaksanaan dari penyelesaian sengketa itu 

sendiri. Dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia adanya peraturan 

perundang – undangan yang mengatur segala bentuk kegiatan manusia 

dalam bernegara yang berlandasan hukum yang berlaku. Adanya 

pembagian kekuasaan dalam stuktur negara dalam pelaksanaan dari 

kekuasaan kehakiman di dalam lingkungan Lembaga kekuasaan 

kehakiman sebagai bentuk dari tempat dari masyakarat dalam hal mencari 

bentuk dari keadilan dalam persoalan yang terjadi di social masyarakat. 

Kekuasaan kehakiman ini dalam Lembaga Peradilan di bagi kedalam 

kewenangan dalam Intitusi dari Lembaga Peradilan. Dalam Lembaga 

Peradilan ini terdapat Lembaga Peradilan Umum yang kekuasaan lingkup 

Peradilan nya meliputi Mahmakah Agung (MA) yang menjalani kekuasan 

kehakimana tertinggi yang di bawah nya meliputi Pengadilan Tinggi dan 

Pengadilan Negeri.  

Sedangkan Lembaga Peradilan Agama mempunyai kewenangan 

tersendiri yang mempunyai kompetensi nya yang di peruntukan untuk 

Bergama Islam sebagai mana dalam Peraturan yang berlaku lebih 



 

 

6 

kepada Peraturan Hukum Islam sebagai landasan dasar dari peraturan 

yang di gunakan.  

Dalam menjalani kewenangan nya Peradilan Agama juga menekan 

adanya Hukum Islam dan dasar nilai KeIslaman dalam menyelesaikan 

perkara dalam persidangan yang sering terjadi di lingkup Peradilan 

Agama, salah satunya adanya pelaksanaan sengketa waris yang terjadi 

di kalangan masyarakat yang beragama Islam.  

Dalam pelaksanaan dari penyelesaian sengketa waris yang para 

pihak yang bersengketa merupakan beragama Islam pada peraturan 

dalam undang – undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama dengan jelas menjelaskan bahwa kasus sengketa waris itu 

wewenang Peradilan Agama, hal tersebut diatur dengan jelas di pasal 

49 huruf b dan pasal 50 yang dimana seluruh perkara di tingkat pertama 

antara orang beragama Islam di bidang waris merupakan wewenang 

dari Peradilan Agama.  Dengan peraturan perundang – undangan ini 

sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat 

terutama masyarakat Muslim.  

Undang – Undang Nomor. 3 Tahun 2006 sudah menjelaskan 

mengenaI aturan tentang masyakarat yang beragama Islam atau 

masyarakat Muslim wajib menyelesaiakan persoalan mengenai 

sengketa sesuai dengan aturannya yang mewajibkan menyelesaikan nya 

di Peradilan Agama.  

Yang dimana aturan ini di dasari oleh adanya Asas Personalitas 

keIslaman yang merupakan Asas Utama yang memberikan penegasan 
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mengenai umat beragama Islam dalam menyelesaikan permasalah harus 

tunduk dan dapat di tundukjan kepada kekuasaan kehakiman di lingkup 

Peradilan Agama sebagai Lembaga yang menangai pelaksanaan dari 

menyelesaian sengketa.  

Adanya aturan – aturan yang mengatur pembagian sengketa waris yang 

terjadi di lingkup Pengadilan Negeri kemudian menimbulkan adanya 

kewenangan absolute maupun relatif antara badan Peradilan sebagai 

Lembaga yang berwenang dalam menangai perkara khusus nya 

permasalahan kewarisan yang terjadi di masyarakat. Adanya kompentesi 

kewenangan secara absolute maupun relatif dari Lembaga Peradilan ini 

menjadi permasalahan bagi masyarakat dalam beracara di Peradilan untuk 

menyelesaikan sebuah permasalahan dari sengketa waris yang sedang 

terjadi.  

Dalam tatanan Pratiknya, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang peradilan Agama ini menimbulkan persepsi serta pandangan yang 

berbeda baik itu hakim Pengadilan maupun Pengadilan Agama. (Dewi Siti 

Muzaidah. ) yaitu adanya perbedaan mengenai kewenangan Pengadilan 

Negeri dalam menyelesaikan Sengketa waris bagi orang Islam dengan 

adanya pencabutan hak opsi. sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

undang ini sebenarnya telah memberikan ilustrasi adanya penyelesaian 

perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama.  

Berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat adanya suatu fenomena 

yang menjadikan permasalahan yang angkat sebagai penelitian: 
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1. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa waris yang belangsung 

yang dalam Hukum Islam itu dilaksanaakan penyelesaian sengketa 

yang sesuai dengan Undang – Undangan Nomor 3 Tahun 2006 

pasal 49 dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi di 

lakukan di Pengadilan Agama. Yang pada kenyataan lapangan 

yang terjadi diselesaikan di Pengadilan Negeri yang dalam 

kewenangan nya secara absolute menurut Peraturan yang beralaku 

tidak sesuai dengan ketentuan dari Undang – Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Pasal 49 yang menyebutkan segala bentuk sengketa di 

dalam perkara sengketa waris diselesaikan di Pengadilan Agama 

bukan di Pengadilan Negeri. 

2. Kekuasaan kehakimanan di lingkup Lembaga peradilan khusus nya 

Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama dilihat dari 

kompetensi absolute maupun kompetensi relative dalam 

penyelesaian kasus sengketa waris. 

Dari fenomena yang di jabarkan penulis di atas maka penulis tertarik 

untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pelaksanaan 

Penyelesaian Sengketa Waris antara Haromaini melawan Suryani Di 

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Di Tinjau Menurut Undang – Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana Pelaksanaan penyelesaian sengketa waris Antara 

Haromaini melawan Suryani di Tinjau Menurut Undang- Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Penyelesaian sengketa 

waris Antara Haromaini melawan Suryani di Tinjau Menurut 

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama?  

C. Tujuan dan Manfaat Penilitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu hal penelitian yang ada satu tujuan yang hendak dicapai. 

demikian halnya dalam penelitian ini, maka sesuai dengan perumusan 

masalah diatas untuk menemui jawaban dari rumusan masalah yang 

dikemukakan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui proses Pelaksanaan penyelesaian sengketa waris 

Antara Haromaini melawan Suryani Di Tinjau Menurut Undang- 

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam 

pelaksanaan sengketa waris Antara Haromaini melawan Suryani Di 

Tinjau Menurut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama 
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2. Manfaat penelitian 

Disamping tujuan seperti yang penulis cantumkan diatas, manfaat yang 

lain penulis capai yaitu: 

a) Secara Praktis 

1. penelitian ini di harapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan dan 

wawasan baru tentang problematika hukum yang terjadi khusus nya 

dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa waris yang terjadi di 

lingkup masyarakat hukum. 

b) Secara Teoritis  

1. Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha 

menggambarkan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa 

waris Antara Haromaini melawan Suryani Menurut Undang- 

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang 

dilihat dari Kompetensi absolute maupun kompetensi relative dari 

Pengadilan Agama dalam menyelesaiakan sengketa waris. 

2. Bagi pembaca, diharapkan penulisan karya ilmiah ini dapat 

menjadi salah satu sumber referensi dan informasi untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai pengaturan tentang pelaksanaan 

penyelesaian sengketa waris di tinjau dari asas Personalitas 

KeIslaman sebagai Asas Utama dari Pelakasaan sengketa waris di 

lingkup Peradilan Agama. 

3. Sebagai upaya pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Kewarisan Islam  

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti 

orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah 

meninggal. (Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, p. 1386). Di dalam 

bahasa Arab kata waris berasal dari kata رث-ث  yang artinya adalah و-ي

waris. Contoh اب ورث yang artinya mewaris harta (ayahnya). 

(Munawwir,ahmad warson, 1997, p. 1634). 

Waris menurut hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang 

peralihan harta kekayaan yang ditingkalkan seseorang yang meninggal 

serta akibatnya bagi para ahli warisnya. (Effendi Perangin, 2008, p. 3). 

Dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang 

dimaksud adalah berpa harta, seseorang yang telah meninggal dunia 

kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara’id. 

Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada 

semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian – 

bagiannya. (Beni Ahmad Saebani, 2012, p. 13). Dalam pengaturan 

Kewarisan Islam ada peraturan yang mengatur tentang kewarisan dalam 

peraturan lain yaitu dalam buku II dalam buku Komplikasi Hukum Islam 

Bab I Ketentuan umum pasal 171 yang dimaksud dari kewarisan dengan:  

a) Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 

pemindahan hak pemilikikan harta peninggalan (Tirkah) 

pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli 

waris dan beberapa bagiannya masing – masing.  
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b) Pewaris adalah orang yang pada saaat meninggalnya atau yang 

dinyatakan meninggalkan berdasarkan putusan pengadilan 

beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.  

c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia 

mempunyai hubungan pekawinan dengan pewaris, beragama 

islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli 

waris. 

d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris 

baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak – 

hakya. 

e) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta 

bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama 

sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), 

pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. 

f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang 

lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal 

dunia. 

g) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa 

imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup 

untuk dimilki.  

h) Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk 

hidupnya sehari – sehari, biaya pendidikan dan sebagainya 

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua 

angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.  
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i) Baitul mal adalah balai harta keagaman. (buku II dalam buku 

Komplikasi Hukum Islam, 2011, p. 107) 

2. Sengketa Dan Penyelesaian Sengketa 

Pengetian sengketa dapat dibedakan menjadi 2 yaitu dalam 

pengertian arti sempit dan luas. Dalam arit sempit sengketa diartikan 

sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi yang hanya perkara 

yang bisa di selesaikan melalui jalur Pengadilan. Sedangkan dalam arti 

luas disebut dengan jalur Non Litigasi yang penyelesaian sengketa di 

luar Pengadilan atau biasa disebut dengan Arternatif Penyelesaian 

Sengketa atau Arternative Dispute Resolution (APS /ADR). Bentuk - 

bentuk Alternatif penyelesaian Sengekta dapat dibagi dalam: Pertama, 

Alternatif To Ajudikasi yang terdiri atas negosiasi dan mediasi; kedua, 

Alternatif To Litigasi yang terdiri dari atas negosiasi, mediasi dan 

arbitrase. (Abdul Hakim Barkatullah, 2010, p. 1). 

 

 

a. Penyelesaian Sengketa Ligitasi  

Penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi atau biasa di kenal 

dengan penyelesaian sengketa atau konflik secara formal biasanya 

dilaksanakan melalui Pengadikan atau yang serings disebut dengan istilah 

“Litigasi” yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan 

proses beracaraa di Pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan 

memutuskan perkara atau sengketa dilaksanakan oleh hakim. Proses 

penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa 
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saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak – haknya di 

muka Pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui 

Litigasi adlah putusan yang menyatakan Win – Lose Solution. 

(Nurnaningsih Amriani, 2012, p. 35).  

Menurut Munir Fuadi, Penyelesaian sengketa secara konvesional 

dilakukan sejak raturan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia 

sendiri penyelesaian sengketa dengan berdasarkan Hukum Islam sendiri 

telah dimulai sejak Tahun 1855, yang dapat pada Regering Reglement 

yang du perkuat dengan Teori Reception in Complexu yang ditemukan 

oleh LWC Van Der Berg. Teori tersebut menyatakan bahwa Hukum Islam 

berlaku keselurusan umat Islam di Indonesia. (Rif’al Ka’bah & Muchsin, 

1999 & 2004). Sebagai bahan Perbandingan, Litigation (Pengadilan) 

Sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan 

menjatuhkan putusan (constitutive) misalnya menjatuhkan putusan atas 

sengeketa waris, perbuatan melawan hukum dan sebagai kecil tugasnya 

adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan 

(deklaratoir) misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat dan lain – 

lainnya. (I wayan Wiryawan & I Ketut Artadi , 2010, p. 3).  

b. Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi  

Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi yang biasa disebut dengan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Arternative Dispute Resolution 

(APS /ADR) merupakan penyelesaian sengketa dengan cara di luar 

Pengadilan atau mekanisme yang biasa dilakukan dari penyelesaian suatu 

sengketa dan konflik yang terjadi dilakukan di luar Persidangan. Dari 
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beberapa penelitian sebelumnya dan ditemukan penelitian dan karya 

ilmiah yang membahasa tentang sengketa waris dalam prefektif kewarisan 

islam, sejauh ini penyusun belum ada menemukan pembahasan yang 

secara spesifik membahas “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris 

antara Haromaini melawan Suryani Di Pengadilan Negeri Lubuk 

Pakam Di Tinjau Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Peradilan Agama” namun topik permasalahan dan bidang 

kajiannya Berbeda dengan penelitian ini, penelitian tersebut yaitu: 

1. Moh. Maghfur Sholihuddin. 2009 dari Universitas Institutut Agama 

Islam Negeri Sunan Ampel jurusan Ahwalus Syahsiyah Fakultas 

Syariah yang berjudul” Studi Analisis Sengketa Waris Menurut 

Pasal 49 Huruf B UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Preadilan Agama 

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jombang No.9/Pdt.G/2007/PN.Jbg) 

yang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar dari 

Pengadilan Negeri Jombang dalam menangani kasus sengketa waris 

yang terjadi.  

http://digilib.uinsby.ac.id/7861/. 

Persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam penyelesaian 

sengketa waris yang terjadi di laksanakan di Pengadilan Negeri yang 

dimana itu tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan 

yang kemudian timbul tujuan ini mengetahui dasar hukum yang di 

gunakan oleh Pengadilan Negeri dalam menangani kasus sengketa 

waris. 

http://digilib.uinsby.ac.id/7861/
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Perbedaan dengan penelitian saya yaitu pada penelitian 

terdahulu lebih mengkaji hak opsi Pengadilan Negeri dengan 

Pengadilan Agama dalam perkara sengketa yang di hapus di dalam 

Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 1989. 

2. Hasan Basri. 2016 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum yang berjudul “Proses 

Penyelesaian Perkara Waris Terhadap Harta Warisan (Studi kasus 

Pengadilan Negeri Klaten) yang penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pertimbanggan hakim dalam menentukan pembuktian 

ahli waris yang mendapatkan hak warisan, dlam pembagian harta 

warisan, serta untuk mengrtahui pertimbangan hakim dalam 

pembagian harta warisan.  

http://eprints.ums.ac.id/41982/. 

Persamaan dari penelitian ini terhadap penelitian saya adalah 

adanya mengkajian mengenai proses dari penyelesaian sengketa 

waris yang terjadi di lingkup Pengadilan Negeri.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah adanya pembahasana pertimbangan hakim dalam 

memutuskan hak – hak yang di dapat oleh ahli waris dalam 

pembagian harta waris serta pertimbangan tentang ketentuan pasal 

852 KUHPerdata. 

3. Panut Firdaus. 2016 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Stain Ponorogo jurusan Syri’ah Ahwal Al Syahshiyyah yang 

berjudul “Impikasi Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang 

http://eprints.ums.ac.id/41982/
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Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Waris Bagi Orang 

Islam di Pengadilan Negeri Ponorogo” yang penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kewewenangan absolute dari Lembaga 

kehakiman semakin jelas, selain itu untuk mengetahui 

menghapusan hak opsi dalam sengketa waris.  

http://etheses.iainponorogo.ac.id/6362/1/COVER%201.pdf. 

Persamaan dengan penelitian saya adalah adanya kajian yang 

mengkaji perkara waris yang di lakukan di Pengadilan Negeri bagi 

orang yang beragama Islam yang seharus nya di lakukan di 

Pengadilan Agama.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

penulis adalah pembahasan mengenai penghapusan hak opsi dalam 

sengketa kewarisan dan asas Curia Novit yakni hakim tidak boleh 

menolak perkara yang diajukan kepadanya.  

4. Fitria.2019.Dari Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas 

Hukum jurusan Ilmu Hukum yang berjudul “Penyelesaian 

Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat Tidak 

Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris menurut Hukum Perdata 

dan Hukum Islam” yang tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui proses Penyelesaian yang dapat dilakukan ahli waris 

adalah menggunakan cara penyelesaian di pengadilan dan di luar 

pengadilan, namun proses penyelesaian di pengadilan yang 

memperlukan waktu cukup lama dikarenakan proses acara siding 

yang Panjang. Oleh karena itu penyelesaian sengketa waris lebih 

http://etheses.iainponorogo.ac.id/6362/1/COVER%201.pdf


 

 

18 

baik dilakukan diluar pengadilan karena prosedur tidak berbeliit 

dan keputusan dapat dicapai dengan waktu relative singkat. 

http://repository.um-

palembang.ac.id/id/eprint/4340/1/502015420_BAB%20I_DAFTAR

%20PUSTAKA.pdf 

Persamaaan dari penelitian ini terhadap adalah yaitu bagaimana 

proses dari penyelesaian sengketa waris yang lihat dari pelaksanaan 

dari penyelesaian nya yang sesuai dengan mekanisme di Pengadilan 

Agama. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah lebih mengkaji hak – hak yang di dapatkan ahli waris dan 

pembagian harta waris. 

5. Dwi Istiyaningsih. 2008 dari Univeritas Sebelas Maret Fakultas 

Hukum jurusan Ilmu Hukum yang berjudul “kajian yuridis 

mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan 

Sengketa Perbankan syariah setelah berlakunya Undang – Undang 

Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang – Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” yang bertujuan 

untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam 

menyelesaian sengketa Perbankan Syariah setelah berlakunya 

perundang – undangan baru.  

file:///C:/Users/qhave/AppData/Local/Temp/dwi%20isti.pdf. 

Persamaan dengan penelitian saya terdapat dapat pada kajian 

mengenai Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 

http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4340/1/502015420_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4340/1/502015420_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4340/1/502015420_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
../../AppData/Local/AppData/Local/Temp/dwi%20isti.pdf
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Agama yang dimana di lihat dari pelaksanaan penyelesaian sengketa 

yang terjadi.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan 

yaitu adanya kajian kepada sengketa dalam Perbankan Syariah 

dalam Pengadilan Agama walaupun dasar hukum yang di gunakan 

tadi pengkajian yang berbeda. 

Adapun penetian saya mengenai “Pelaksanaan Penyelesaian 

Sengketa Waris antara Haromaini melawan Suryani Di Pengadilan 

Negeri Lubuk Pakam Di Tinjau Menurut Undang – Undang Nomor 

3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama” yang merujuk pada artikel 

dan jurnal yang yaitu: 

1. NUSANTARA jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Hukum 

UMTS Padang Sidipuan Vol. 6 (1) Tahun 2019 dari Marwan 

Busyro yang berjudul “Kewenangan Hakim Pengadilan dalam 

Mengadili Pembagian Harta Warisan Setelah Belakunya Undang – 

Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama” yang tujuan 

adanya jurnal ini untuk mengetahui bahwa dengan terbentuknya 

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga perubahan atas 

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang 

kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam memeriksa atau 

mengadili sengketa – sengketa hukum yang terjadi antara 

masyarakat yang beragama Islam. (Marwan Busyro , 2019). 

Perbedaan dari jurnal terhadap penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah pada jurnal lebih mengkaji tentang ketentuan - 



 

 

20 

ketentuan dalam Undang – Undang Nomor. 3 Tahun 2006 yang 

terdapat perubahan dalam kewenangan Pengadilan Negeri dalam 

memeriksa atau mengadili sengketa – sengketa hukum yang di atur 

pada Undang – Undang 50 Tahun 2009 sedangkan pada penelitian 

penulis lebih kepada ketentuan sengketa waris yang di atur dalam 

kententuan Undang – Undang Nomor. 3 Tahun 2006. 

2. UNIVERSUM jurnal KeIslaman dan Kebudayaan Vol 9. No 2. 

Tahun 2015 dari Ilham Thohari yang berjudul “Konflik Kewenangan 

Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Menangai 

Perkara Sengketa Waris Orang Islam” yang tujuan nya untuk 

kewenangan dan dasar hukum yang ada dalam menyelesaian 

sengketa bagi orang Islam yang terjadi. (Iham Thohari , 2015) 

Perbedaan jurnal terhadap penelitian yang dilakukan penulis 

adalah jurnal kepada penerapan dari kewenangan Lembaga 

kehakiman dalam menangai kasus sengketa waeis yang dilakukan 

orang Islam saja, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis 

lebih pada ketentuan kewarisan secara ajaran Islam maupun 

ketentuan umum positif lainnya. 

3. AL -SYAKHSIYYAH jurnal hukum keluarga Islam dan 

Kemanusiaan Vol 2 No. 2 Tahun 2020 dari Hamzah yang berjudul 

“Peranan Peradilan Agama dalam Pertumbuhan dan Dinamika 

Hukum Kewarisan Di Indonesia” yang bertujuan untuk mengetahui 

bahwa dan mengetengahkan peranan Pengadilam Agama dalam 

kontribusi hukum waris Islam.  (Hamzah , 2020). 
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Perbedaan jurnal terhadap penelitian yang dilakukan penulis 

adalah jurnal lebih mengkaji dan mencaritahu mengenai peranan 

Peradilan Agama dalam Hukum Waris melalui presfektif Hukum 

Islam nya. 

4. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 9 No.1 Tahun 2020 dari 

Ashari Setya Marwah Adli yang berjudul “Penyelesaian Sengketa 

Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang 

– Undang Nomor 3 Tahun 2006” yang bertujuan untuk mengetahui 

konsekuensi dari penghapusan pemilihan hukum dalam penyelesaian 

sengketa waris dan untuk mengetahui kekuatan eksekutorial atas 

keputusan waris adat berdasarkan Undang - Undang Nomor. 3 tahun 

2006 yang menyatakan adanya mekasa umat Islam dalam 

menyelesaian sengketa waris menggunakan hukum Islam sehingga 

menimbulkan isu ketidakadilan.  (Ashari Setya Marwah Adli , 2020) 

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah jurnal lebih membahas konsekuensi atau akibat yang timpul 

dan mengenai kekuatan ekskutorial atas waris adat yang merujuk 

pada Undang -Udang Nomor 3. Tahun 2006. 

5. Jurnal Lex Spesialis program studi S2 dari Universitas Pamulang 

Vol 1 No. 2 Tahun 2020 dari Naili Ivanda yang berjudul 

“Kompetensi Absolut Pradilan Agama Dalam Mengadili Perkara 

yang didalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik (Studi Putusan 

Mahkamah Agung Nomor. 546/K/Ag/2018)” yang bertujuan untuk 

mengetahui kewenangan terhadap kompetensi Absolute dan 
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kompetensi related dari Peradilan Agama dalam hal nya Perkara 

Sengketa hak milik. (Naili Ivanda, 2020) 

Perbedaan jurnal terhadap penelitian yang penulis lakukan 

adalah membahasan tentang kompetensi absolute Pradilan Agama 

dalam perkara Sengketa hak milik yang di tinjau dari studi kasus 

yang ada.  

E. Konsep Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman mengenai istilah – 

istilah kunci dalam penelitian yang dilakukan, maka penulis perlu 

menegaskan beberapa pengertian sebagai berikut: 

a. Yang di maksud dengan pelaksanaan penyelesaian adalah 

rangkaian dan susunan dari peristiwa suatu konflik yang muncul 

untuk mencapai adanya pembersan dari konflik. 

b. Yang dimaksud dengan Sengketa adalah suatu peraturan peristiwa 

hukum, sehingga sebab – sebabnya juga dapat di kenal dengan 

meneropong melalui pandangan hukum. Pada pandangan umum 

masyarakat belum cukup terampil mengenal sebab – sebab atau 

benih –benih sengketa itu di perlukan pengetahuan hukum yang 

cukup. Tidak saja hukum tanah, tetapi hukum perorangan, hukum 

benda, hukum perjanjian dan hukum – hukum lainya. (Effendi 

perangi, SH , 1986) 

c. Yang dimaksud dengan Waris adalah bagian dari kekayaan 

seseorang yang telah meninggal dunia atau wafat yang kemudian 

di berpindah kepemilikikan atau beralah nya hak atas kekayaan itu 
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ke ahli waris sebagai seseorang atau lebih yang mempunyai 

hubungan dengan si pewaris selaku orang yang mempunyai 

kekayaan itu yang telah meninggal dunia atau wafat.  

d. Yang dimaksud antara Haromaini melawan Suryani adalah para 

pihak yang bersengketa dalam urusan sengketa waris Dusun 1 

Pasar 7 Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Lubuk Pakam, 

Deli Serdang 

e. Yang dimaksud menurut Undang – Undang No 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama Yaitu merupakan dasar Hukum dari 

penelitian yang dilakukan. 

f. Yang dimaksud Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 

yaitu Lembaga Peradilan yang penangani kasus sengketa waris 

sesuai dengan daerah terjadi nya sengketa.  

F. Metode Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode yang 

dianggap sesuai dengan objek penelitian yaitu sebagai berikut: 

Jenis dan sifat penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penilitian normatif - empiris 

ialah penelitian yang menggunakan data sekunder (perpustakaan) dan 

kemudian didukung oleh data primer yaitu berdasarkan adanya penelitian 

langsung kelapangan dengan melakukan observasi, wawancara serta 

dokumentasi. Ini bertujuan untuk mengkaji, serta mengevaluasi efektivitas 
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proses bekerja serta berlakunya norma di tengah masyarakat. (Prof. Dr 

Irwansyah SH. MH, 2020, p. 42) 

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk 

penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena 

yang ada baik secara alamiah maupun karena adanya perbuatan manusia. 

(Prof. Dr Irwansyah SH. MH, 2020).  

Mengingat penulis menggunakan sifat penelitian deskripstif maka 

penulis mencoba memberikan gambaran serta menganalisis berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan dilapangan. 

a. Lokasi  Penelitian 

Sesuai  dengan  judul  penelitian  ini  penulis  mengambil  lokasi di 

Pengadilan Negeri Lubuk Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 

sebagai daearah dari objek terjadinya sengketa waris yang dianggap 

terdapat fenomena hukum yang terjadi yang bisa dikaji sebagai karya 

ilmiah yang menjadi syaratnya dalam menyelesaikan studi dengan 

meninjau hukum dan akibat hukum yang berlaku. 

b. Populasi dan Responden 

a. Populasi 

Populasi adalah himpunan keseluruhan ciri yang sama dengan variabel 

obyek yang nyata sama. Populasi merupakan himpunan para pihak yang 

berkaitan dengan penelitian dengan kajian masalah yang akan diteliti. 

(Sunggono, 2005). Sedangkan bagian terkecil dari suatu populasi yang 
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dianggap pantas untuk objek dari suatu penelitian dinamakan sampel. 

Maka untuk itu peneliti menguraikan dalam bentuk Table. 

Table 1.1 

Daftar Populasi dan Responden 

No Kriteria 

Populasi 

populasi Responden keterangan 

1 Ketua Pengadilan 

Negeri Lubuk Pakam 

1 1 Sensus 

2 Ketua Pengadilan 

Agama Lubuk Pakam 

1 1 Sensus 

3 Panitera 1 1 Sensus 

4 Penggugat 1 1 Sensus 

5 Tergugat 29 1 Purposive 

Sampling 

6 Toko Agama (MUI) 

Kota Pekanbaru 

1 1 Sensus 

 

Sumber Data: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Deli 

Serdang, Sumatera Utara 2021 

a. Responden  

Bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu penelitian yaitu terdiri 

dari populasi yang  dijadikan sebagai penelitian. Dalam penerapan 

responden dengan cara sensus merupakan metode yang peneliti gunakan 

dalam kajian ilmiah ini artinya peneliti melakukan wawancara secara 

keseluruhan kepada responden yang ditetapkan. Dalam hal data 

wawancara itu penulis peroleh sesuai dengan kenyataan dilapangan 

berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh responden secara utuh dan 

meyeluruh.  

c. Data dan Sumber Data 
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1. Data  Primer  adalah  data  utama  yang  diperoleh  oleh  penelitian  

melalui  responden  atau  sampel. (Syafrinaldi, 2017, p. 8).  

2. Data  sekunder disebut juga sebagai studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mencari 

dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. (M.Ali, 1985, p. 91). 

Maka sumber data yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu Data 

Sekunder yang dimana data – data di dapatkan dari literatur atau 

peraturan – peraturan yang berlakukan, skripsi, jurnal, surat kabar 

dan sumber lainnya tentang pengenaan dengan obyek penelitian. 

Sumber data yang dipakai oleh penyusun untuk menyusun tulisan-

tulisan hukum ini bisa diklasifikasikan seperti berikut: 

1. Bahan Hukum Primer: 

a) Undang – Undang Dasar 1945. 

b) Undang – Undang Nomor 3. Tahun 2006 Tentang Peradilan 

Agama. 

c) Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 Tentang menyebarluaskan 

Kompilasi Hukum Islam. 

d) Asas Personalitas KeIslaman. 

2. Bahan Hukum Sekunder: 

a) Skripsi, karya ilmiah dan penelitian Terdahulu yang judul 

tentang pelaksanaan Penyelesaian sengketa warisan menurut 

Undang – Undang Nomor. 3 Tahun 2006. 
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b) Jurnal – jurnal dan artikel hukum yang pelaksanaan 

Penyelesaian sengketa warisan menurut Undang – Undang 

Nomor. 3 Tahun 2006. 

1. Bahan Hukum Tersier 

a) Kamus 

b) Ensiklopedia 

c) Indeks Kumulatif 

d. Alat Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  

adalah : 

1. Penelitian Kepustakaan (library research) Untuk mengumpulkan 

data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur 

yang berhubungan dengan permasalah yang akan dibahas dengan 

cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan 

judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data 

diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam 

Riau, Perpustakaan Provinsi Riau dan Buku-buku referensi yang 

didapat.  

2. wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung yang adanya kegiatan tanya – jawab 

oleh pewawancara dan responden dalam bentuk tulisan atau secara 

audio.  

3. Studi Dokumen Studi dokumen merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan 
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cara menganalisa data-data yang didapatkan dilapangan yang 

diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah 

yang ada dalam penelitian ini.  

e. Analisis data  

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Data 

kualitatif adalah data-data yang berupa kata-kata bukan angka yang diperoleh 

dari hasil kepustakaan. Data yang diperoleh disusun secara sistematis 

kemudian dianalisa secara kualitatif bersdasarkan pada disiplin ilmu hukum 

perdata untuk mencapai kejelasan dari masalah yang akan dibahas yang di 

perkuat dengan adanya data empris yang diambil dari Pengadilan Negeri 

Kabupaten Deli Serdang. 

f.  Metode  Penarikan  Kesimpulan 

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode 

induktif atau metode deduktif. (Syafrinaldi, 2017, p. 20). Metode induktif  

adalah penarikan  kesimpulan  dari  hal  khusus  ke  umum. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa  

Pengetian sengketa dapat dibedakan menjadi 2 yaitu dalam 

pengertian arti sempit dan luas. Dalam arit sempit sengketa diartikan 

sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi yang hanya perkara 

yang bisa di selesaikan melalui jalur Pengadilan. Sedangkan dalam arti 

luas disebut dengan jalur Non Litigasi yang penyelesaian sengketa di 

luar Pengadilan atau biasa disebut dengan Arternatif Penyelesaian 

Sengketa atau Arternative Dispute Resolution (APS /ADR). Bentuk - 

bentuk Alternatif penyelesaian Sengekta dapat dibagi dalam: Pertama, 

Alternatif To Ajudikasi yang terdiri atas negosiasi dan mediasi; kedua, 

Alternatif To Litigasi yang terdiri dari atas negosiasi, mediasi dan 

arbitrase. (Abdul Hakim Barkatullah, 2010, p. 1). 

a. Penyelesaian Sengketa Ligitasi  

Penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi atau biasa di kenal 

dengan penyelesaian sengketa atau konflik secara formal biasanya 

dilaksanakan melalui Pengadikan atau yang serings disebut dengan 

istilah “Litigasi” yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan 

dengan proses beracaraa di Pengadilan dimana kewenangan untuk 

mengatur dan memutuskan perkara atau sengketa dilaksanakan oleh 

hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak 
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yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk 

mempertahankan hak – haknya di muka Pengadilan. Hasil akhir dari 

suatu penyelesaian sengketa melalui Litigasi adlah putusan yang 

menyatakan Win – Lose Solution. (Nurnaningsih Amriani, 2012, p. 35).  

Menurut Munir Fuadi, Penyelesaian sengketa secara konvesional 

dilakukan sejak raturan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Di 

Indonesia sendiri penyelesaian sengketa dengan berdasarkan Hukum 

Islam sendiri telah dimulai sejak Tahun 1855, yang dapat pada 

Regering Reglement yang du perkuat dengan Teori Reception in 

Complexu yang ditemukan oleh LWC Van Der Berg. Teori tersebut 

menyatakan bahwa Hukum Islam berlaku keselurusan umat Islam di 

Indonesia. (Rif’al Ka’bah & Muchsin, 1999 & 2004). Sebagai bahan 

Perbandingan, Litigation (Pengadilan) Sebagian besar tugasnya adalah 

menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (constitutive) 

misalnya menjatuhkan putusan atas sengeketa waris, perbuatan 

melawan hukum dan sebagai kecil tugasnya adalah penangkalan 

sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (deklaratoir) 

misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat dan lain – lainnya. (I 

wayan Wiryawan & I Ketut Artadi , 2010, p. 3).  

a. Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi  

Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi yang biasa disebut dengan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Arternative Dispute Resolution 

(APS /ADR) merupakan penyelesaian sengketa dengan cara di luar 

Pengadilan atau mekanisme yang biasa dilakukan dari penyelesaian 
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suatu sengketa dan konflik yang terjadi dilakukan di luar Persidangan. 

Penyelesaian sengketa dengan metode ini mempunyai beberapa 

mekanisme yang harus dilakukan atau sering di anjurkan sebagai cara 

dalam penyelesaian sengketa yaitu:  

1) Negosiasi  

Dalam Bahasa sehari – hari kata Negosiasi sering dipandankan dengan 

istilah “Berunding”, “Musyawarah” atau “Bermufakat”. Menurut 

GoodFaster Negosiasi Merupakan proses untuk mencapai kesepakatan 

dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis 

dan beraneka ragam, dapat lembut dan bersuasana, sebagaimana manusia 

itu sendiri. (GoodFaster, 2001, p. 44). Sedangkan Menurut Mark E. 

Roszkowski, Negotiation is a proses by which two parties, with deffering 

demands reach an agreement generally through compromise and 

concession. (Mark E. Roszkowski, 2000, pp. 30-31). Yang artinya 

Negosiasi adalah proses dimana kedua belah pihak dengan tuntutan yang 

berbeda mencapai kesepakatan umumnya melalui kompromi dan konsensi.  

2) Mediasi 

Mediasi yaitu salah satu dari mekanisme dari penyelesain sengketa 

melalui jalur non litigasi. Dalam pelaksanaannya Mediasi melibatkan 

pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral dan pasif yang tidak 

mencampuri pengaturan dalam forum penyelesaian sengketa untuk kedua 

belah pihak yang sedang bersengketa. Hal ini bertujuan untuk adanya 

penegah dari proses Mediasi sedang berlangsung dan mediator tidak 
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mempunyai kewenangan mengambil keputusan, hanya saja berfungsi 

sebagai yang membantu pihak – pihak yang bersengketa untuk mencapai 

peenyelesaian atau kesepakatan (solusi / Compromise Solution) yang di 

terima oleh kedua belah pihak. Adapun aturan Mediasi ini diatur dalam 

peraturan Undang -Undang Nomor. 30 Tahun 1999 yang kemudian 

dikeluarkan peraturan baru yang menjelaskan mekanisme dari Mediasi di 

peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. Dalam aturan tersebut memberikan penjelasan 

tentang tanah Pramediasi, Prose Mediasi serta tempat dan biaya dari 

Mediasi. (Mahkamah Agung RI , 2008).  

3) Arbitrase 

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa diluar Peradilan, dalam 

pelaksanaannya adanya Arbiter atau orang yang menjadi pihak ketiga 

bersifat netral berfungsi sebagai “hakim” yang diberikan wewenang 

secara penuh dan menyeluruh dan di sepakati bersama oleh para pihak 

yang besengketa bertugas sebagai pengambil keputusan (award) yang 

bersifat mengikat bagi para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara 

Arbitrase ini biasanya adalah penyelesaian sengketa dalam bidang 

Perdagangan dan hak – hak yang menurut Hukum dan peraturan 

perundang – undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang sedang 

bersengketa.  

Untuk Negosiasi dan Mediasi yang biasa di lakukan dengan 

mediskusikan perbedaan – perbedaan yang terjadi akibat adanya para 
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pihak yang bersengketa melalui “musyawarah dan mufakat” yang 

kemudian diharapkan akan mencapai tujuan “Win – Win Solution”. 

Adanya itikad baik dan keinginan dalam menyelesaian sengketa pada 

para pihak yang bersengketa ini mampu mencapai kesepakatan yang 

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. 

Sedangkan cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan Arbitrase 

merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sering dilakukan di 

kalangan pengusaha karena Arbitrase lebih kepada penyelesaian 

sengketa dalam hubungan perdagangan dan sejenisnya hal ini yang 

membuat Arbitrase disebut juga sebagai “Pengadilan Pengusaha” yang 

independent yang berguna dalam penyelesaian sengketa yang sesuai 

dengan konflik yang ada. 

B. Tinjauan Tentang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam  

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 

Allah dan sunnah yang mengatur tingkah laku manusia dan berlaku secara 

universal serta sangat relevan pada setiap zamannya. (Mardani, 2013) 

Khusus hukum di bagi menjadi dua bagian, pertama membicarakan 

masalah ibadah yaitu hubungan antara manusia dengan sang pengcipta 

yaitu Allah SWT dan kedua yaitu membicarakan hubungan manusia 

dengan alam sekitar dan makhluk ciptaan Allah (Muamalah) salah satu nya 

hukum kewarisan.  (Said Agil Husin Al Munawar, 2004) 

Di Indonesia sendiri Hukum Kewarisan mempunyai beragam 

peraturan yang mengatur tentang kewarisan.  Hukum Islam yang 
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berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam, Kewarisan di dalam 

Kompilasi Hukum Islam di atur dalam Bab I Ketentuan umum pasal 171 

yang dalam Hukum Kompilasi Islam pengaturan tentang kewarisan di bagi 

dalam beberapa ketentuan yaitu: 

1. Kententuan umum 

2. Pewaris dan Ahli waris 

3. Syarat dan Rukun waris  

4. Macam – macam Ahli waris 

5. Hal yang dapat menghalangi waris 

6. Masalah – masalah dalam pembagian waris (‘Aul dan 

Raad). 

 Sedangkan dalam pengaturan untuk warga negara di Indonesia 

yang beragama non muslim dapat memilih Hukum mana yang akan di 

pergunakannya dalam urusan kewarisan yang terdapat adanya Hukum 

Adat dan KUHPerdata yang dalam penyelesaian sengketa nya di lakukan 

di Peradilan Negeri. Dalam penyelesaian sengketa yang berlaku di 

kalangan beragama muslim di lakukan di Peradilan Agama yang telah di 

aturan dalam peraturan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 tentang 

Undang – Undang perubahan No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Makanya dari itu ada ketentuan yang di atur dalam Hukum Kompilasi 

Islam mengenai kewarisan yaitu: 
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1. Ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam 

Di pasal 171 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan 

umum dari Hukum kewarisan, memberikan penjelasan mengenai apa 

itu Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 

pemindahan hak pemilikan harta benda peninggalan (tirkah) pewaris, 

menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa 

bagiannya masing – masing. 

Dalam ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam juga 

menjelaskan pengertian secara umum mengenai Pewaris, Ahli Waris, 

Harta Peninggalan, Harta Waris, Wasiat, Hibah, Anak Angkat dan yang 

di maksud dengan Baitul Mal dalam Harta warisan.  

2. Pewaris dan Ahli Waris  

a) Pewaris  

Pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 

171 huruf b yang menjelaskan Pewaris adalah orang yang pada saat 

meninggalnya atau yang di nyatakan meninggal berdasarkan Putusan 

Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta 

peninggalan. Dalam penjelasan Pewaris di Kompilasi Hukum Islam 

untuk adanya pewarisan terhadap harta peninggalan makanya pewaris 

itu sendiri telah meninggal dunia, baik secara benar maupun di 

nyatakan dalam hukum. Selain adanya pernyataan pewaris telah 

meninggal dunia, pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam harus 
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beragama Islam dan mempunyai Ahli Waris serta memiliki Harta 

peninggalan yang akan di wariskan. 

b) Ahli Waris  

Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 huruf c, 

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 

Islam dan tidak terhalang karena Hukum untuk menjadi Ahli Waris. 

kualifikasi untuk menjadi ahli waris yaitu adanya hubungan darah, 

hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalangan karena 

hukum untuk menjadi ahli waris.  

Dalam ketentuan adanya kewajiban seseorang dapat di katakan 

sebagai Ahli waris haruslah beragama sama yaitu beragama Islam telah 

di atur dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ahli 

waris di pandang beragama Islam apalagi diketahui dari identitas atau 

pengakuan atau amalan atau 36 kesaksian, sedangkan bagi bayi baru 

lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau 

lingkungannya”. Serta adanya pasal pendukung pasal 173 Kompilasi 

Hukum Islam yang menjelaskan tentang hubungan darah (nasab), 

hubungan sebab semenda atau adanya hubungan perkawinan dan 

beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi waris sesuai dengan 

ketentuan di dalam pasal 173 KHI.  

Adanya syarat yang di jelaskan dalam pasal 173 KHI yang terpenuhi 

untuk menjadi ahli waris tidak membuat anggota keluarga dapat 

mewarisi harta peninggalan dari pewarisnya. Adanya urutan penerima 
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harta warisan di lihat dari hubungan yang lebih dekat ahli waris kepada 

pewaris yang telah meninggal dunia. Adanya pengurutan berdasarkan 

hubungan kedekatan terhadap pewaris ini juga bisa menghalangi 

(terhijab) hubungan kedekatan lebih jauh antara ahli waris dengan 

pewaris yang telah meninggal. ada juga hubungannya dengan pewaris 

akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok 

dzawil arham yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan 

dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhijab oleh ahli 

waris yang mempunyai hubungan lebih dekat atau ahli waris utama. 

Maka Hukum Waris Islam membagi ahli waris dalam 2 macam, 

yaitu:  

1. nasabiyah, adalah ahli waris yang hubungan kekeluargaanya 

timbul karena adanya hubungan darah, maka sebab nasab yang 

terjadi menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris 

dengan ahli waris. 

2. sababiyah, adalah hubungan yang timbul karena sebab tertentu 

yaitu: 

a. Al mushoharoh yaitu hubungan akibat adanya ikatan 

perkawinan yang sah. 

b. Al wala’ yaitu memerdekakan hamba sahaya atau karena 

adanya perjanjian tolong menolong pewaris dan seseorang 

yang menjadi ahli waris.  
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3.  Syarat dan Rukun waris 

Dalam kewarisan adanya perpindahan kepemilikan, hak dan 

tanggung jawab sebuah benda dari pewaris kepada ahli warisnya. dalam 

Hukum Islam penerimaan atas harta warisan berdasarkan asas ijbari yaitu 

harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT 

tanpa di gantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. (Muhammad 

Daud Ali, 1990)  

Adanya syarat dan rukun mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam 

yang di jelaskan dari pasal 171 – 193 yang dalam ketentuan tersebut ada 

beberapa yang tidak di atur dalam fiqih klasik yaitu ilmu hukum atau 

ketentuan yang ada pada zaman kenabian berlangsung. Tetapi dalam 

Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan yang ada tetapi tidak tercantum di 

dalam kententuan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut adalah: 

1) Besarnya bagian laki – laki dan prempuan tetap di pertahankan 

sesuai dengan ketetapan dalam Al – Qur’an, dimana bagian laki – 

laki dua kali lebih besar dari bagian prempuan. 

2) Musyawarah sebagai prinsip dalam pembagian warisan (pasal 183 

KHI), adanya kesepakatan melakukan perdamaian dalam 

pelaksanaan pembagian warisan dengan menyadari bagian yang di 

terima.  

3) Tidak ada keharusan dalam pembagian waris berupa benda secara 

fisiknya, tertera dalam ketentuan pasal 198 KHI. 

Adapun syarat yang harus di penuhi maka aka nada rukun dalam 

pembagian warisan tersebut, tetapi ada pula Sebagian dari pembagian 
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warisan berdasarkan sendiri atau keputusan yang di buat Bersama dan 

di sepakati dalam pembagian warisan. 

Menurut para ulama, ada 3 syarat dalam pembagian warisan yaitu:  

 Meninggalnya pewaris secara benar atau hakiki, hukum (adanya 

ketetapan hukum menyatakan pewaris telah meninggal dunia) 

maupun secara ketetapan Allah SWT atau disebut dengan takdir.  

 Ahli waris yang masih hidup secara benar atau hakiki pada saat 

pewaris meninggal dunia. 

 Seluruh ahli waris secara pasti mengetahui bagian masing – 

masing dari harta warisan dari pewaris yang telah meninggal 

dunia. (M. Ali Ash Abuni, 1995).  

Selain syarat – syarat dalam waris terdapat rukun waris yang harus di 

penuhi dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang terbagi menjadi 

3 yaitu:  

1) Al -Muwarrits, adalah orang yang di warisi warisan atau 

orang yang mewarisi harta warisan. 

2) Warist (ahli waris) yaitu orang yang mempunyai 

hubungankekerabatan seperti hubungan darah (nasab), 

hubungan perkawinan atau semenda atau karena 

memerdekakan hamba sahaya. Dengan syarat pada saat 

meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar – benar 

masih hidup yang ahli waris tersebut tidak trehalang atau 

(terhijab) termasuk bayi yang masih dalam kandungan (al – 

haml). 
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3) Al – Mauruts atau Al – Miras adalah harta benda yang akan 

Di wariskan oleh pewaris setelah di bayarkan nya perawatan 

jenazah, pelunasan hutan pi hutang pewaris dan adanya 

pelaksanaan wasiat jika ada.  

4. Macam – macam Ahli Waris 

 Ada tiga macam Ahli waris dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam 

yaitu: 

a. Dzawil Furud  

Dalam pasal 192 KHI yang artinya mempunyai bagian. Yaitu 

ketentuan dalam bagian bagi ahli waris. Antara lain bagiannya yaitu: 

ibu, ayah, anak prempuan dan duda. (Afdol, 2003) 

b. Ashobah  

 dalam pasal 193 KHI yang artinya mendapatkan bagian jumlah 

sisa harta warisan dari Dzawil furud di perhitungkan bagianya. ada 19 

macam yang termasuk kedalam ashobah, namun yang terjadi yaitu: 

 Anak laki – laki atau anak prempuan Bersama anak laki – laki. 

 laki – lakii atau cucu prempuan Bersama cucu laki – laki 

 Ayah  

 Kakek  

 Saudara laki – laki kandung 

 Saudara laki – laki seayah atau saudara prempuan seayah 

Bersama saudara laki – laki seayah. 
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Maka golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan kedalam 

3 golongan, yaitu: 

1) dzul faraaa’idh adalah Ahli waris menurut al- Qur’an dan 

ketetapan di dalam al- Qur’an (Suparman, 2005)  

2) ashabah adalah Ahli waris yang di Tarik dari garis ayah yaitu: 

(Ali Hasan, Jakarta) 

a) Ashabah binafshi adalah yang berhak mendapatkan 

semua harta atau sisa, uturannya adalah: anak laki – laki, 

cucu laki – laki dan terus kebawah asal saja pertalianya 

masih terus laki – laki, ayah, kakek dari pihak ayah dan 

terus ke atas asal pertalian nya belum putus dari pihak 

ayah, saudara laki – laki sekandung, saudara laki – laki 

seayah, anak saudara laki – laki sekandung, anak saudara 

laki – laki seayah, paman yang sekandung dengan ayah, 

paman yang seayah dengan ayah, anak laki – laki panam 

yang sekandung dengan ayah, anak laki – laki paman 

yang seayah dengan ayah. 

b) Ashabah bil-ghairi yaitu sebab orang lain, yakni seorang 

Wanita yang menjadi ashabah di Tarik oleh seorang laki 

– laki, yang termasuk ashabah bilghairi ini adalah 

sebagai berikut: anak prempuan yang di damping oleh 

saudara laki – laki, saudara prempuan yang di damping 

saudara laki – laki,  



 

 

42 

c) Ashabah ma’al ghairi: yaitu saudara prempuan yang 

mewarisi Bersama keturuan dari pewaris, mereka itu 

adalah: saudara prempuan kandung dan saudara 

prempuan seayah. 

3. dzul arhaam adalah Ahli waris menurut garis ibu yaitu: semua 

orang yang bukan dzul faaraa’idh bukan ashabah, umumnya 

terdiri atas orang yang termasuk anggota – anggota keluarga 

patrilineal pihak menatu laki – laki atau anggota pihak 

menantu laki – laki atau anggota keluarga pihak ayah dan ibu. 

(Hazairin.TT)  

5. Hal yang dapat menghalangi waris  

Dalam pengaturan pada Hukum Kompilasi Islam yang merupakan kitab 

atau kumpulan peraturan atau rangkaian fikih yang merupakan dasar hukum 

materiil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, 

kewaeisan dan perwakafan. 

Pada pasal 173 huruf A dan b KHI bab II membahas tentang penghalang 

kewarisan yang berbunyi “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila 

dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:  

a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat pada pewaris. 

b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan 

bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam 

dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 
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c) Fuqaha yaitu perbedaaan agama namun tidak ada aturan secara 

indicator namun dalam KHI pada pasal 172 menjelaskan bahwa 

harus meragama Islam sesuai dengan adanya penegasan indikantor 

48 KHI. 

Dalam keterangan yang menyebutkan tentang percobaan pembunuhan 

maupun adanya penganiyaan berat dalam hal terhalangnya warisan ini KHI 

tidak memberikan penjelasan secara detail tentang pengaturan tersebut. Jika 

dalam kalimat dalam pasal tentang penghalang kewarisan dalam KHI di 

jabarkan maka akan “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan 

putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap” maka dalam hal ini dapat 

dikatakan bahwa tentang adanya Tindakan percobaan pembunuhan atau 

penyaniayaan berat yang terjadi dilihat dari hukum pidana yang berlaku yang 

termasuk kedalam tindak pidana yang melanggar hukum. Maka dengan begitu 

di pasal 173 KHI menjelaskan bahwa seseorang yang terbukti bersalah dan 

putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (in kracht) maka hilangnya hak 

sebagai ahli waris dari pewaris yang adalah korban dari Tindakan pidana 

tersebut. Adapun hal lainnya seperti Tindak pidana tersebut di lakukan oleh 

orang lain atau disebut dengan pembunuh bayaran, maka penetapan pelaku atas 

perbuatan harus berdasarkan keputusan hakim. Dengan demikian dalam point 

penghalang kewarisan mengenai percobaan pembunuhan dan menganiyaan 

berat ini di buktikan melalui proses persidangan dengan dilihat dari unsur – 

unsur dari tindak pidana tersebut memenuhi persyaratan dalam proses 

persidangan yang di buktikan dengan pelaku terbukti mempunyai niat atau 

motif melakukan tindakn tersebut atau tidak.  
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Di prinsip hukum Islam ada yang dilakukan yaitu menjauhi 

kemudharatan dan mengambil kemashlahatan. Untuk tercapainya prinsip ini 

ada lima unsur yang dapat di wujudkan yaitu pemeliharaan terhadap agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta. Demikian penghalang kewarisan dengan 

Tindak pidana dalam KHI dianggap menjauhi kemudharatan. Tindakan 

pencengahan dalam ranah ushul fikih yang di sebut saad al – Zariah. Ada dua 

sisi yang dapat dilihat dari zari’at yaitu dari sis motivasi seseorang dalam 

melakukan suatu perbuataan dan sisi dampak atau akibat yang di timbulkan 

oleh perbuatan dan tersebut. (Rachmat Syafi’, 2007)  

Adanya percobaan pembunuhan dan menganiyaan berat yang dilakukan 

oleh calon “muwarris” yang di lakukan atas unsur kesengajaan dan indikasi 

kuat untuk mempercepat mendapatkan warisan. Dua perbuatan ini memiliki 

dampak yang tidak kalah hebat dari pembunuhan. Karena itu tindak tersebut 

menututup hak warisnya 

6. masalah – masalah dalam pembagian Harta waris  

a. Masalah ‘Aul  

‘Aul adalah adanya penambahan jumlah ash – habul furudh yang 

menyebabkan hak waris yang di dapatkan para ahli waris berkurang. adanya 

Sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan warisan karena telah habis 

dibagi untuk Sebagian dari mereka. Maka yang dilakukan dalam pembagian 

waris adalah menambahan asal masalah, sehingga warisan itu mecukupi dan 

dapat dibagikan untuk seluruh ash – habul furudh. Demikian seluruh ahli 

waris bagian seluruh ahli waris akan dikurangi, namun tidak ada ahli waris 
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yang tidak mendapatkan bagian. Masalah ‘aul ini terjadi pertama kali pada 

zaman al – faruq, Umar Ibnu Khathab. Oleh karena itu, masalah ‘aul ini di 

gunakan untuk penyelesaikan kekurangan dalam pembagian harta warisan 

pewaris.  

Maka ‘aul adalah adanya kelebihan dalam jumlah Siham ahli waris 

atas asal muasalah yang secara rasio dalam perhitungan melebihi dari asal 

muasalah dari pembagian harta waris. Contoh masalah ‘aul: 

 Seorang istri meninggal dunia, meninggal kan satu (1) orang 

suami dan dua (2) orang saudara kandung, ibu dan bapak telah 

meninggal dunia. dengan harga warisan (Tirkat) sebesar Rp. 

350.000.000 juta. 

Table 2.1 

Ahli waris Bagian pasti Siham Bagian warisan 

Suami ⅟2 bagian 3 Rp. 150.000.000 

2 saudara kandung ⅔ bagian 4 Rp. 200.000.000 ÷ 

2 saudara 

kandung 

@ Rp. 100.000.000 

Jumlah  7 Rp. 350.000.000 

 

pembagian Harta Warisan dalam masalah ‘aul 
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b. Masalah Raad 

Raad adalah kebalikan dari defenisi ‘aul, yaitu keseluruhan harta yang 

tersisa setelah warisan dihitung, kemudian dikembalikan kepada dzawil furud 

nasab (selain suami/isteri) sesuai dengan pembagian masing – masing. 

(Wahbah Az-zuhaili,abdul Hayyie al kattani, 2011,hlm 435)   

Raad sendiri dapat diartikan yaitu pengembalian atas kelebihan harta 

kepada salah satuahli waris tertentu secara propesional dan adil terhadap harta 

warisan yang diterima. Timbulnya masalah Raad dalam pembagian harta 

warisan dikarenakan oleh adanya tidak adanya ahli waris dari asabah yang 

menyebabkan adanya kelebihan harta dalam pembagiannya.  (Muhammad 

Bin Shaleh Al Ustamini). 

Adapum hal yang tidak akan terjadinya Raad, kecuali terwujudnya 3 

syarat sebagai berikut: 

a. Adanya ashabul furudh 

b. Tidak adanya ‘ashabah 

c. Adanya sisa harta waris 

Dalam Raad akan terjadi apabila melibatkan semua ashabul furudh, 

kecuali suami dan istri. Suami dan istri bagaimanapun keadaanya tidak dapat 

bagian tambahan atas sisa harta warisan karena hubungan suami dan istri ini 

terjadi bukan karena adanya hubungan kekerabatan atas nasab melainkan 

kekerabatan karena adanya tali pernikahan atau di sebut sababiyah dan 

semenda yang hubungan kekerabatan ini akan putus setelah adanya 

kematiaan. 
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 Contoh Raad Adanya ahli waris pemilik bagian sama adanya suami/istri: 

Seorang suami meninggal dunia, dengan ahli waris istri, nenek dan 

saudara seibu dan tidak memiliki anak. Harta warisan atau tirkat sebesar 

Rp. 24.000.000 juta. Maka Bagian tidak sama dan adanya istri. 

 

Table 2.2 

Raad Bagian sama adanya Suami / Istri 

Ahli Waris Bagian pasti Siham  Bagian warisan 

Nenek ⅙ 2 Rp. 4.000.000 

Saudara seibu ⅙ 2 Rp. 4.000.000 

Istri ⅟4 3 Rp.6.000.000 

Jumlah  7 Rp. 14.000.000 

Table 2.3 

Pembagian Raad Hartas sisa 

Ahli Waris Bagian Pasti Siham Bagian Waris 

Nenek ⅙ 2 Rp. 5.000.000 

Saudara Seibu ⅙ 2 Rp.5.000.000 

Jumlah  4 Rp.10.000.000 

 

Table 2.4 

Jumlah keselurahan bagian warisan yang di dapatkan 

Ahli Waris Harta awal Harta Sisa Jumlah 
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Nenek  Rp. 4.000.000 Rp.5.000.000 Rp.9.000.000 

Saudara seibu  Rp.4.000.000 Rp.5.000.000 Rp.9.000.000 

Istri  Rp.6.000.000 0 Rp.6.000.000 

Jumlah  Rp.14.000.000 Rp.10.000.000 Rp.24.000.000 

C. Profil Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Deli 

Serdang Sumatera Utara  

1. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Deli Serdang  

a. Sejarah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam  

Sejarah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak lepas dari factor 

peerkembangan masyakarat dengan pertumbuhan masyarakat yang semakin 

banyak yang kemudian mengakibatkan adanya perluasan wilayah yang di 

mulai dari adanya perkembangan pemerintahan secara wilayah Hukum. 

Wilayah hukum yang di maksud bermula meliputi Wilayah Kabupaten Deli 

Serdang yang berkedudukan di Kota Tebing Tinggi Deli sebagai Pusat 

pemerintahan. 

Adanya perkembangan pemerintahan dalam wilayah hukumnya, maka 

sejarah Pengadilan Negeri Lubuk pakam menjadi Pengadilan Negeri Kelas I-A 

berawal dari 12 Oktober 1982 yang di awali dengan menunjukan perjalanan 

sejarah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mempunyai Fungsi dan 

berkedudukan sebagai tempat persidangan zitting plaat yang kemudian beralih 
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fungsi dan kedudukan sebagai Pengadilan Negeri sendiri yang terpisah dengan 

Induknya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di kota Deli.  

pembangunan gedung yang kala itu diresmikan oleh Ketua Pengadilan 

Tinggi Sumatera Utara, yaitu Bapak R. Soebijantono, SH sedangkan yang 

menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada saat itu adalah 

Bapak Maruarar Siahaan.  

Meningkatnya intesitas tinggi nya volume perkara yang masuk di 

Pengadilan Negeri Lubuk pakam ini mendorong terjainya peningkatan kelas 

menjadi I-A. Tempat persidangan yang terletak di Kecamatan Pancur Batu dan 

Kecamatan Labuhan Deli terus digunakan sebagai upaya menjalankan 

fungsinya sebagai lembaga Yudikatif. 

b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 

Adapun visi dan misi dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu: 

1) Visi dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah “mewujudkan 

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang Agung” 

2) Misi dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sebagai berikut: 

 Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. 

 Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada pencari 

keadilan.  

 Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Lubuk 

Pakam. 

 Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparasi di Pengadilan negeri 

Lubuk Pakam. 
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c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 

 

2. Pengadilan Agama Lubuk Pakam Deli Serdang 

a. Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Pakam  

Pengadilan Agama Lubuk Pakam didirikan pada tanggal 27 Januari 

1987 berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor: 17 tahun 

1987. Berada di jalan Mahoni No. 3 Kota Lubuk Pakam Deli Serdang 

dengan Luas 3.500 m sebelah timur Komplek Kantor Bupati Deli 

Serdang. 

 Wilayah Geografis Pengadilan Agama Lubuk Pakam  
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Kabupaten Deli Serdang meliputi areal seluas 2.497,72 Km
2
 dan 

Kabupaten Serdang Bedagai 1.900,22 Km
2
 Lokasi dan Luas Wilayah 

hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara astronomis Kabupaten 

Deli Serdang dan Serdang Bedagai terletak di 20.57’ LU dan 980 33’ 

BT. Secara geografis (alam: laut, selat, samudera, sungai) atau secara 

administratif (kewilayahan) kabupaten Deli Serdang dan Sedang 

Bedagai berbatasan sebagai berikut: 

 Sebelah Barat berbatas dengan kabupaten Karo dan Langkat  

 Sebelah utara berbatas dengan selat Malaka 

 Sebelah timur berbatas dengan kabupaten Serdang Bedagai  

 Sebelah selatan berbatas dengan kabupaten Karo. 

 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam  

Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam meliputi 

Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu: Kecamatan 

Hamparan Perak, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Patumbak, 

Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan 

Sunggal, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan STM. Hulu, 

Kecamatan STM Hilir, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Biru-biru, 

Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Pancur 

Batu, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Galang, Kecamatan Tanjung 

Morawa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pagar Merbau, 

Kecamatan Peringin, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Bangun 

Purba. 

 



 

 

52 

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Pakam  

Pengadilan Agama Lubuk Pakam mempunyai Visi dan Misi yaitu: 

 Visi Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah: "Terwujudnya 

Peradilan Agama Lubuk Pakam yang Agung" 

 Misi Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah: 

o Menjaga kemadirian Pengadilan Agama Lubuk Pakam 

o Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam 

o Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan 

Agama Lubuk Pakam 

o Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan 

Agama Lubuk Pakam 

c.Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam 

Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan dan 408 

1.931.441 jiwa dengan luas wilayah 2.498 Km2. Mayoritas penduduk 

Kabupaten Deli Serdang beragama Islam dengan jumlah 1.402.282, 

Protestan berjumlah 301.106, Katolik berjumlah 75.173, Hindu 

berjumlah 2.989, Budha berjumlah 44.758 dan Khonghucu berjumlah 

11.802.   
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Antara Haromaini melawan 

Suryani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Di Tinjau Menurut Undang- 

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama  

Dalam menjalanin tatanan kehidupan berkeluarga, akan ada konflik 

permasalahan yang akan timbul dengan seiring nya pertumbuhan di dalam 

anggota keluarga salah satunya adalah warisan. Adanya permasalahan warisan 

ini menimbulkan sengketa diantara anggota keluarga yang dimana dalam 

permasalahan tersebut seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa 

melibatkan pihak luar dari anggota keluarga.  

keragaman Hukum waris yang ada dan dapat di pakai sebagai dasar 

Hukum dalam menyelesaikan permasalahan waris dapat dibedakan dengan 

adanya Hukum yang mengatur Hukum waris di Indonesia. 

Adapun beberapa hukum waris yang berlaku di Indonesia antara lain 

sebagai berikut: 

1. Hukum Waris Islam  

2. Hukum Waris adat 

3. Hukum Waris Nasional  

Banyak aturan dan hukum yang ada dalam pengaturan Hukum waris ini 

berakibat adanya beberapa Lembaga peradilan yang mempunyai 

kewenangan menyelesaikan sengketa waris. Lembaga Peradilan yang di 

maksud adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang Lembaga 
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Peradilan ini mempunyai kewenangan yang di berikan Undang- Undang 

dalam menjalankan Tugas pokoknya. 

Sebagaimana Lembaga Peradilan yang mempunyai kewenangan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di lingkup masyarakat ini 

di sertai dengan adanya Undang – Undang yang bertujuan sebagai 

pelaksaan kekuasan kehakiman yang ada dalam Lembaga Peradilan.  

Sementara itu Lembaga Peradilan Agama yang juga mempunyai 

kewenangan dalam penyelesaian sengketa warisan di dasar oleh Undang – 

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menerangkan 

bahwa Bagi warga Negara yang beragama Islam Lembaga penyelesaian 

sengketa dalam hal nya sengketa waris adalah Lembaga Peradilan Agama 

maka permasalahan sengketa warisan yang terjadi bagi umat Islam di 

selesaikan di Pengadilan Agama.  

Dalam lingkup penerapan Hukumnya ada beberapa perkara sengketa 

waris di antara umat Islam yang di terima, di periksa dan di putuskan di 

Pengadilan Negari yang adanya permasalahan ini menimbulkan konflik 

Hukum atau tidak sesuai dengan Peraturan yang mengaturan Kewenangan 

dalam Lembaga Peradilan.  

Ketentuan tentang para pihak yang berpekara bagi beragama Islam 

Negara memberikan Pilihan Hukum oleh Undang – Undang yang dimana 

boleh memilih hukum warisan mana yang akan dijadikan penyelesaian 

dalam sengketa warisan. Hal ini menyebabkan timbulnya konsekuensi 

Yuridis tentang berbagai macam penjelasan mengenai tatacara dalam 

beracara di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri yang sama – 
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sama mempunyai kewenangan dalam menangani kasus perkara waris yaitu 

dapat bersifat mutlak yakni dengan pilihan hukum tersebut orang – orang 

yang Bergama Islam dapat memberlakukannya di dalam penyelesaian 

perkara waris di jalur pengadilan. (leliya, 2017) 

Dalam implementasi di lapangan penyelesaian sengketa sering terjadi 

ketidak sepakatan yang timbul karena dasar hukum yang di pakai dalam 

penyelesaian yang mengakibatkan para pihak menunjuk ke Pengadilan 

Negeri maupun Pengadilan Agama secara waktu bersamaan mengakibatkan 

upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan 

yang lebih tinggi untuk memutuskan peradilan mana berwenang untuk 

menangani perkasa yang sedang terjadi. Dengan fenomena tersebut maka 

adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 

sebagai aturan yang secara jelas mengatur dengan kewarisan bagi umat 

Islam. 

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Antara Haromaini melawan 

Suryani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terjadi pada 17 juli 2014 dengan 

nomor Perkara 119/PDT.G/2013/PN-LP dengan penggugat Haromaini sebagai 

anak melewan Suryani Sebagai ibu kandung. Dalam sengketa yang diajukan 

oleh Haromaini selaku penggugat melakukan gugatan kepada Suryani dalam 

perihal mengenai sebidang tanah berukuran ≥ 300 m × 100 m yang terletak di 

Dusun 1 pasar 7 kecamatan Patumbak, kabupaten Deli Serdang Provinsi 

Sumatera Utara yang dimana tanah itu di beli atas nama Alm Bapak 

Muhammad Umar dengan cara pengoperan hak dengan ganti rugi sebesar Rp. 

1.000.000,00 Rupiah secara tunai dan lunas yang tertuang dalam akte 
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pengoperan hak dan kuasa No. 110 tanggal 19 januari 1979. Kaitan hubungan 

haroimaini, Suryani dengan Alm. Bapak Muhammad Umar adalah ayah 

kandung dan suami atau adanya ikatan keluarga karena perkawinan. Maka 

dengan demikian tanah yang di beli oleh Alm. Bapak Muhammad Umar 

merupakan Harta bawaan semasa dia belum melakukan perkawinan dengan 

suryani.  

Pada KHI Pasal 171 huruf E menjelaskan bahwa harta bawaan termasuk ke 

dalam Harta warisan. Mapun dari pengaturan lain menjelaskan yaitu Undang – 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 dan 36 

menjelaskan bahwa harta bawaan yang di hasilkan sebelum adanya perkawinan 

baik itu harta warisan maupun hadiah adalah dibawah penguasaan masing – 

masing sepanjang tidak adanya menentuan hak lainnya. Maka Pelaksanaan 

Penyelesaian Sengketa Waris Antara Haromaini melawan Suryani di 

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terjadi dimana tidak terpenuhi nya 

kewenangan absolute pada Lembaga Peradilan yang seharusnya menangani 

serta menyelesaian sengketa yang terjadi antara Haromaini melawan Suryani 

ini di lakukan di Pengadilan Agama nampun di laksanakan di Pengadilan 

Negeri. Adanya Hak Haromaini dalam warisan yang dimana warisan tersebut 

terdapat pada dari harta bawaan dari Alm, Bapak Muhamaad Umar selaku ayah 

ini di salah gunakan oleh Suryani yang merupakan Ibu selaku istri dari Alm. 

Bapak Muhammad Umar. 

Dalam pelaksanaan sengketa waris antara Haromaini Melawan Suryani ini 

tidak di lakukan secara Ketentuan tatacara beracara di Pengadilan yang dimana 

seharusnya Haroimaini harus mendaftarkan gugatannya ke Pngadilan Agama 
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selaku Lembaga Peradilan yang kewenangan dalam menangani perkara waris 

sesuai dengan Kompetensi Absolute dari Pengadilan Agama itu sendiri yang 

sesuai dengan kompetensi absolute dari Peradilan Agama yang terdapat dalam 

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.   

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ini 

di harapkan dapat luruskan pandang tentang “choice of law” dalam Hukum 

Kewarisan. Adanya Undang – Undang ini meningkatkan eksistensi dari 

Pengadilan Agama maupun dari kewenagannya. Kewenangan Pengadilan 

Agama di perluas yang di jelaskan pada pasal 49 Undang – Undang Nomor 

3 Tahun 2006.  

Adapun eksistensi Kewenangan Pengadilan Agama yang di atur dalam 

pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006: 

 Pasal 49 huruf b Menyatakan setiap perkara waris yang ahli warisnya 

beragama Islam, peradilan yang menyelesaikan perkara tirkah pewaris 

tersebut adalah Peradilan Agama. Bahwa ahli waris yang di tinggalkan 

pewaris tidak mempunyai hak untuk memilih peradilan mana yang dapat 

menyelesaikan sengketa waris dan mal waris di antar sesama antar ahli 

waris. Penentu peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan 

sengketa waris mereka di lihat dari agama dari ahli waris, jika Bergama 

Islam, maka peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa waris 

adalah Peradilan Agama. (Chatib Rasyid, Syaifuddin,)  

 Bahwa bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli 

waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-

masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan 
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tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang 

penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-

masing ahli waris. (Chatib Rasyid, Syaifuddin,) 

atas dasar ketentuan di atas, maka bidang hukum waris yang menjadi 

kewenangan Peradilan Agama adalah meliputi (Chatib Rasyid, 

Syaifuddin,): 

a. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris. 

Dalam KHI pasal 174 menjelaskan tentang yang mejadi ahli waris 

yang di golongkan dalam kelompok menurut hubungan darah, 

hubungan perkawinan yang terdiri dari duda dan janda. (mahkamah 

agung, 2011). 

b. Penentuan Harta peninggalan ( tirkah)  

Penentuan bagian masing-masing ahli waris Menentukan porsi setiap 

ahli waris telah diatur dalam pasal 176 s.d 182 Kompilasi Hukum 

Islam dan melaksanakan pembagian harta peninggalan Pelaksanaan 

pembagian harta peninggalan yang menjadi kewenangan Peradilan 

Agama terdapat dua ketentuan:  

1) Pembagian berdasarkan putusan Pengadilan, yaitu pembagian yang 

dilakukan berdasarkan putusan Peradilan Agama  

2) Pembagian berdasarkan pemohon pertolongan, yaitu pembagian 

atas dasar permohonan pertolongan pembagian harta warisan di 

luar sengketa (Chatib Rasyid, Syaifuddin,) 

Adanya penegasan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama bahwa seluruh permasalahan 
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sengketa bagi umat Islam di selesaikan di Pengadilan Agama dengan 

menjelaskan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama sebagai 

Lembaga Peradilan yang menangani sengketa waris. akan tetapi dalam 

peraturan yang ada Pengadilan Negeri yang merupakan salah satu dari 

Lembaga Peradilan, Pengadilan Negeri sebagai salah satu dari 

Pelaksanaan Kekuasaan kehakiman yang berada di Lingkup Badan 

Peradilan Umum tidak boleh menolak perkara yang masuk dan 

mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutuskan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. (1Pasal 50 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 , 1986). 

Dengan demikian pelaksanaan sengketa waris yang terjadi antara 

Haromaini Melawan Suryani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini 

tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 3 tentang Pengadilan 

Agama yang mempunyai kewenengan dalam kompentesi absolutenya 

dalam menangani sengketa waris yang terjadi.  

Berdasarkan kewenangan dalam Kompetensi ablosute dari 

Pengadilan Agama selaku yang berhak atas penyelesaian sengketa 

warisan antara Haromaini Melawan Suryani ini, maka adanya 

wawancara yang di lakukan terhadap pihak yang bersengketa dalam 

sengketa warisan ini. Berdasarkan faktor fenomena yang terjadi antara 

Haromaini melawan Suryani, peneliti telah mewawancarai Haromaini 

dan Suryani yang merupakan pihak yang bersengketa.  

Peneliti melakukan wawancara (pada Jumat 3 Maret 2022 Pukul 14.00) 

di Pekanbaru tepatnya di rumah pribadinya di jalan Raja Panjang RT 
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002 RW 013  kelurahan Lembah sari, kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 

Haromaini selaku penggugat. Menurut Haromaini mengenai sengketa 

yang terjadi melawan Suryani selaku ibu kandung nya di awali adanya 

pembicaraan harta waris oleh pihak bersaudara dari Alm. Bapak 

Muhammad Umar selaku ayah yaitu panam nya yang menanyakan 

mengenai pembagian harta warisan yang berasal dari harta bawaan yang di 

miliki oleh ayah dari Haromaini selaku anak kandung yang sah dari Alm. 

Bapak Muhammad Umar yang kemudian membuat Haromaini 

menanyakan langsung kepada Suryani selaku ibu, yang dimana Harta 

warisan itu merupakan harta bawaan dari ayahnya yang dalam hal tersebut 

sudah di jual Suryani kepada pihak lain dengan harga murah yang dimana 

tanah berukuran ≥ 300 m × 100 m yang terletak di Dusun 1 pasar 7 

kecamatan Patumbak, kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara 

belum lunas di bayarkan oleh pihak ketiga selaku pembeli dari tanah 

tersebut. Yang sekarang tanah tersebut sudah tidak tanah kosong lagi. 

Maka karena dalam hal jual beli tersebut haromaini tidak mengetahuinya, 

memutuskan untuk mengajukan gugatan atas tanah berukuran ≥ 300 m × 

100 m yang terletak di Dusun 1 pasar 7 kecamatan Patumbak, kabupaten 

Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang merupakan dari harta warisan 

bagian dari harta bawaan Alm. Bapak Muhamaad Umar selaku ayah nya 

ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Perkara 

119/PDT.G/2013/PN-LB pada tanggal 17 juli 2014 untuk mendapatkan 

hak atas tanah tersebut sebagai harta warisan dari sang ayah. Dasar hukum 

yang digunakan Haromaini adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 
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1974 pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 2 mengenai penguasaan atas harta 

bawaan sebelum menikah yang membuat tanah tersebut adalah bagian dari 

harta bawaan Alm. Bapak Muhammad Umar yang menurut Hukum 

suryani tidak mempunyai hak atas harta bawaan suaminya. Yang 

kemudian di perkuat dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 

pasal 48 mengenai kekuataan orang tua terhadap harta kekayaan anak yang 

dimana orangtua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang 

– barang tetap yang di miliki anak yang belum berusia 18 tahun kecuali 

untuk kepentingan anak itu menghendaki. Dari Peraturan tersebut 

Haromaini mengajukan gugatan yang ke Pengadilan negeri Lubuk Pakam 

yang juga melibatkan pihak ketiga yaitu Rudi Suryanto kelahiran Medan, 

02 Mei 1949, beragama Budha yang beralamat di Jalan Bandeng no 18 

Pekanbaru selaku orang pertama yang membeli tanah dari Suryani.  

Berdasarkan dari wawancara peneliti dengan narasumber Haromaini 

dapat diambil kesimpulannya bahwa Haromaini selaku penggugat tidak 

mengetahui mengenai Harta bawaan sang ayah yang di jual oleh 

suryani selaku ibu yang dimana dalam aturannya Suryani tidak 

mempunyai hak atas harta bawaan suaminya yang ketika meninggal itu 

merupakan harta warisan dari yang berasal harta bawaan sang suami 

yang dengan demikian keterbatasan pengetahuan yang di miliki 

Haromaini yang tidak mengetahui tentang Hukum yang berlaku 

terutama tentang pengaturan warisan yang berlaku di Indonesia prihal 

pengaturan sengketa terutama dalam hal  warisan menurut Undang – 

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terlebih pada 
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pasal 49 mengenai pengaturan sengketa warisan yang harus 

diselesaiakan di Pengadilan Agama sesuai kewenangan absolute 

Pengadilan Agama.  

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara (pada Jumat 3 Maret 2022 

Pukul 14.00) di Pekanbaru tepatnya di rumah pribadinya di jalan Raja 

Panjang RT 002 RW 013 kelurahan Lembah sari, kecamatan Rumbai 

Pesisir yaitu Suryani selaku tergugat memberikan penjelasan mengenai 

sengketa yang terjadi dengan anak kandungnya yaitu Haromaini memberi 

penjelasannya bahwa dia tidak mengetahui mengenai pengaturan tentang 

harta bawaan dan harta warisan yang seharusnya. Dalam hal ini Suryani 

menjual harta peninggalan dari Alm suami nya dikarenakan ingin pindah 

domisi ke Pekanbaru yang membutuhkan biaya, dalam kegiatan jual beli 

sebelumnya tidak mengetahui harga seharusnya tanah tersebut di jual yang 

kemudian di jual dengan harga murah dan di lakukan pembayaran secara 

bertahap tetapi tidak di bayarkan dengan lunas oleh pihak ketiga selaku 

pembeli. Ketidaktahuan suryani tentang hukum yang berlaku yang 

menyebabkan suryani menganggap bahwa harta peninggalan suami yang 

di beli suami sebelum menikah dengannya sepenuhnya hak nya. Makanya 

dengan keterbatasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum, Suryani di gugat 

oleh Haromaini di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan perebutan hak 

atas tanah berukuran ≥ 300 m × 100 m yang terletak di Dusun 1 pasar 7 

kecamatan Patumbak, kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara 

yang merupakan harta peninggalan dari harta bawaan suami sebelum 

melakukan perkawinan dengannya. 
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Dari wawancara yang dilakukan oleh peliti terhadap para pihak yang 

bersengketa yaitu Haromaini selaku penggugat melawan Suryani pihak 

tergugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat di ambil kesimpulan 

bahwa dalam hal tersebut para pihak tidak mengetahui pengaturan 

mengenai Hukum kewarisan yang berlaku. Dalam ini mereka hanya 

mengetahui tentang ada nya hak terhadap harta tersebut yang tidak 

dapat di kuasai oleh penggugat selaku ahli waris yang sah dari Alm. 

Bapak Muhammad Umar.  

Maka dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Antara 

Haromaini melawan Suryani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 

dilaksanakan sesuai dengan Kompetensi relatif nya saja. 

kompetensi relatif yaitu kewenangan pengadilan untuk menangani 

kasus/perkara yang berkaitan dengan tempat/lokasi/domisili pihak-pihak 

yang berperkara atau barang yang menjadi objek sengketa. Dengan kata 

lain, kompetenasi relative adalah kewenangan pengadilan untuk 

menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) 

yang dimilikinya (objek perkara) berada.  

B. Pertimbangan Hakim terhadap Penyelesaian sengketa waris Antara 

Haromaini melawan Suryani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Di 

Tinjau Menurut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama  

Pengenaan pandang Hakim ini dalam halnya Hakim adalah sebagai 

pejabat negara dalam Lembaga Peradilan mempunyai tugas untuk 
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mempertahankan susunan tata Hukum, menetapkan dan ditentukan oleh 

Hukum yang pengatur suatu perkara yang ada. Dengan demikian Hakim 

mempunyai tugas Pokoknya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili 

serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya dalam 

Lembaga Peradilannya masing – masing. Kewenangan Hakim ini di atur 

pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009. 

Dalam Lembaga Peradilan istilah kompetensi Absolute dan Kompetensi 

Relatif ini mempunyai kewenangan yang berbeda yang saling berkaitan 

yang dimaksud untuk setiap tingkatan lingkungan Peradilan mempunyai 

tugas dan kewenangan masing – masing dalam tatanan Hukum yang 

sejajar. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama 

untuk menegaskan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal 

kedudukannya dengan Peradilan pada umumnya. Dalam penegasan 

kewenangan ini sudah seharusnya penyelesaian sengketa kewarisan Islam 

menjadi kewenangan Pengadilan Agama. 

Maka pada uraian diatas penelitian mewawancari Hakim Pengadilan 

Negeri Lubuk Pakam Sumatera Utara sebagai Lembaga Peradilan yang 

menangani Pelaksanaan Penyelesaian sengketa waris Antara Haromaini 

melawan Suryani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor 

Perkara 119/PDT.G/2013/PN-LB. 

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal Selasa, 15 Maret 2022 

jam 10.45) di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Wawancara yang peneliti 

lakukan Bersama Hakim Sulaiman SH, MH bahwa adanya perkara yang 

masuk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengenai Sengketa warisan 
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dapat di paparkan oleh peneliti bahwa yang terjadi antara Haroimani 

melawan Suryani ini lebih kepada perebutan hak yang terjadi antara ahli 

waris yang sah kepada salah satu pihak yang membeli harta waris yang 

dijual oleh Suryani selaku ibu yang dalam hal ini dasar Hukum nya adalah 

seorang Hakim dilarang menolak perkara yang di ajukan kepadanya 

dengan alasan tidak ada Hukumnya / duduk perkara kurang jelas sehingga 

mengakibatkan tidak adanya kewenanganya dalam menangani perkara 

yang diajukannya. Selain itu juga peneliti menanyakan bagaimana 

tanggapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengenai Undang – 

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama mengenai adanya 

pencabutan hak opsi dalam kewenagan Peradilan Umum yaitu Pengadilan 

Negeri dalam perkara sengketa waris khusus nya bagi umat Islam di 

pandang sebagai perubahan positif dan menyetujuinya karena adanya 

penegasan Hukum yang mutlak menjadi kewengan Pengadilan Agama 

sebagaimana waris Islam mengambil dasar Hukum Islam sebagai landasan 

dalam Hukum yang digunakan oleh Umat Islam dalam menjalankan ajaran 

Islam yang Hakim Pengadilan Agama sudah menguasai masalah Hukum 

Islam itu sendiri. Ada pun dalam perkara yang terjadi melibatkan salah 

satu dari pihak perkara Bergama NonMuslim maka adanya asas 

personalitas KeIslaman yang membuat pihak yang berpekara harus tunduk 

atas ajaran dan ketentuan Hukum Islam sebagai salah satu sumber Hukum 

dalam pengenaan penyelesaian sengketa kewarisan.  

Kemudian dapat disimpulkan secara jelas bahwa mengenai perkara 

waris khususnya bagi orang Islam sudah semestinya harus diselesaikan di 
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Pengadilan Agama, terlebih dalam Undang-undang tentang Peradilan 

Agama No.3 Tahun 2006 telah mengaturnya secara jelas. Namun, tidak 

menutup pula bagi masyarakat yang akan mengajukan perkaranya kesini. 

Alasan kami tetap menerima perkara ini sebenarnya dengan berdasarkan 

pada asas bahwa hakim dilarang untuk menolak perkara dengan alasan 

hukum. 

Selain adanya pandangan hakim peneliti juga mewawancarai Panitera 

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Tokoh Ulama dari Majelis Ulama 

Indonesia wilayah Pekanbaru.  

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal Selasa, 15 Maret 2022 

jam 11.45) di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bersama Bapak Azhari 

Siregar SH selaku Panitera di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Menurut 

Bapak Azhari Siregar SH adanya gugatan yang di ajukan Haromaini ke 

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengenai sengketa warisan di anggap 

wajar adanya, karena Pengadilan Negeri Juga tidak boleh menolak segala 

menbentuk gugatan selagi masih dalam ranah hukum yang jelas, gugatan 

Haromaini terhadap Suryani ini perputar mengenai soal gugatan hak milik 

atas harta waris dari peninggalan sang ayah. hanya saja pada pengaturan 

kewenangan dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Peradilan Agama yang berlaku yaitu segala bentuk sengketa yang terjadi 

diantara umat Islam sesuai dengan peraturan Undang – Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang dimana mengakibatkan 

Dalam gugatan tersebut memang seharusnya dilaksanaakan di Pengadilan 

Agama Lubuk Pakam sesuai dengan Kewenangan Absolute dalam 
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peradilan sesuai Undang – Undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Peradilan Agama.  

selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada 29 Juni 2022 jam 

(08.10) di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru bersama 

Bapak Alfiandri Setiawan SH, S.Ag MH menurut nya adanya sengketa 

waris yang melibatkan ibu dan anak harusnya tidak perlu terjadi. Dalam 

sudut pandang Hukum Islam beliau mejelaskan bahwa adanya musyarakat 

dan kekeluargaan dalam menyelesaian waris. Menurutnya seharusnya 

adanya Hukum Islam dalam penyelesaian permasalahan sengketa waris 

ini. Adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan 

Agama mengenai pengaturan penyelesaian sengketa bagi Umat Islam yang 

sesuai dengan aturan Hukum Islam sudah sangat bagus karena memang 

seharusnya Umat Islam mejalankan Hukum Islam sesuai dengan ajaran 

Islam adanya sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Negeri ini 

menurutnya kurang sesuai dengan seharusnya. Menurutnya mengenai 

adanya penundukan NonMuslim kepada Hukum Islam dalam sengketa sah 

sah saja tapi tidak boleh di paksakan, karena dalam hal waris seseorang 

ahli waris yang beragama NonMuslim maka ia tidak berhak atas harta 

warisan tersebut. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis tuangkan di dalam bab iii 

pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu : 

1. Pengaturan tentang Hukum Kewarisan itu sendiri Negara selaku 

pelaksanaan terhadap Hukum menyediakan pilihan Hukum mana 

yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa warisan yang 

terjadi. Adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Peradilan Agama ini menghapus kewenagan bagi Pengadilan 

Negeri dalam penyelesaian sengketa yang mewajibkan umat 

muslim tidak mempunyai opsi lain dalam menyelesaikan sengketa 

selain di Pengadilan Agama. 

2. Adanya penegasan pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Peradilan Agama juga dibarengin dengan ketentuan 

mengenai asas Personalitas KeIslaman yaitu adanya penundukan 

dan dapat ditundukkan ke dalam kewenangan Peradilan Agama 

tidak lagi hanya terbatas pada mereka (person) yang beragama 

Islam saja, melainkan juga termasuk mereka yang non muslim, 

maka NonMuslim juga harus mengikuti aturan sesuai dengan 

kewenangan Peradilan Agama itu sendiri. Bahwa Undang-Undang 

tersebut telah memberikan landasan hukum yang kuat bahwa 

sengketa warisan islam   tidak lagi memiliki pilihan hukum “chois 
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of law”, melainkan harus diselesaikan dengan hukum kewarisan 

Islam di Pengadilan Agama. 

 B. SARAN 

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan saran yaitu: 

1. Kurangnya Ilmu Hukum pada masyarakat membuat 

implemenkasi dalam pelaksanaan sengketa waris di kalangan 

masyarat membuat masyarakat hanya mengetahui bahwa secara 

persoalan perdata yang ada, maka di selesaikan di Pengadilan 

Negeri, hal ini menyebabkan kurangnya ektifitas dari Pelaksanaan 

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan 

Agama tidak berlangsung baik yang mengakibatkan masih 

banyak masyarakat khususnya beragama Islam menyelesaikan 

persoalnya sengketa nya di Pengadilan Negeri. 

2. Dalam penyelesaian dalam masyarakat yang tetap mengajukan 

perkara waris Islam di Pengadilan Negeri diharapkan bagi hakim 

yang memeriksanya untuk memutusnya dengan menyatakan 

Pengadilan tersebut tidak berwewenang untuk memutus perkara 

tersebut. Ini karena demi menjaga kewibawaan dan kemandirian 

antar Lembaga Peradilan di Indonesia. Serta Adanya pilihan opsi 

lain yang di peruntukan kepada para pihak yang bersengketa yang 

Nonmuslim untuk menyelesaikan sengketa Pengadilan Negeri.  
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